KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019
KEPALA DESA PEJAMBON,

bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang
Desa) di Desa Pejambon, maka perlu menetapkan Tata Tertib
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019
dengan Keputusan Kepala Desa;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;

5. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Progam
Pembangunan yang Berkeadilan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);



Menetapkan
Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

Menetapkan Tata Tertib Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa Tahun 2019 dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya

Ditetapkandi : Pejambon
Padatanggal : 9 ]Januari2019
KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Tanggal : 9 Januari 2019
Nomor : 02 Tahun 2019

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERRE]JO

Pasal 1
Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

(1) Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan yang selanjutnya  disingkat
(MUSRENBANG) Desa Pejambon merupakan Musyawawarah pengambilan
keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang akan didanai dari
APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber dana yang lain.

(2) Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Tim Penyelenggara
Musrenbang Desa.

(3) Musrenbangdes Desa Pejambon dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari
2019 dan bertempat di Balai Desa Pejambon.

Pasal 2
Peserta Musrenbang

Peserta Musrenbangdes terdiri dari :

(1) Peserta penuh adalah Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, LPMD, LKD, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT dan RW, Wakil Perempuan, Wakil Masyarakat
Miskin, Lembaga Ekonomi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, dan lembaga
lain.

(2) Pemantau adalah Camat Sumberrejo atau yang mewakili.

(3) Pengarah/Narasumber adalah Kasi PMD Kecamatan Sumberrejo atau yang
mewakili.

Pasal 3
Panitia Penyelenggara Musrenbangdes

Panitia Penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala Desa terdiri dari :

(1) Sekretaris Desa (Ketua)

(2) KasiKesejahteraan  (Wakil Ketua)
(3) Kaur Perencanaan (Sekretaris)
(4) Kaur Keuangan (Bendahara)

(5) Anggota terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Lembaga Desa

Pasal 4
Tugas dan kewajiban Panitia Penyelenggara Musrenbangdes

(1) Panitia penyelenggara mempunyai tugas antara lain :
a. Membahas tata tertib Musrenbangdes sebagai pedoman pelaksanaanya.
b. Menampung dan mencatat semua usulan yang disampaikan oleh peserta
Musrenbangdes.



c. Setelah menampung dan mencatat usulan sebagaimana dimaksud ayat b, Panitia
penyelenggara melakukan diskusi untuk menentukan skala prioritas usulan dan
skor usulan.

d. Disamping menentukan skala prioritas usulan dan skor usulan, panitia harus
menentukan usulan untuk dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.

Pasal 5
Kewajiban Panitia Musrenbangdes

(1) Menjalankan Musrenbang dengan penuh tangung jawab.
(2) Melakukan dan menentukan prioritas usulan dengan transparan dan partisipatif.

Pasal 6
Hak Bicara dan Hak Suara

(1) Yang mempunyai hak bicara adalah semua peserta yang hadir dalam
Musrenbangdes.

(2) Yang mempunyai hak suara adalah peserta penuh sebagaimana tercantum dalam
pasal 2 ayat (1).

Pasal 7
Keabsahan Peserta Musrenbangdes

Musrenbang Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh peserta
penuh Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), dan apabila quorum
tidak memenuhi ketentuan tersebut maka rapat ditunda 30 menit.

Pasal 8
Hak, Kewajiban dan Larangan Peserta

(1) Peserta diberi hak untuk mengajukan usul, pendapat dan memberikan suara
sebagaimana diatur dalam pasal 4.
(2) Peserta mempunyai kewajiban untuk :
a. Hadir di tempat rapat sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan
b. Menaati semua tata tertib yang telah ditetapkan
c. Menjaga kelancaran jalannya rapat
(3) Selama mengikuti rapat peserta dilarang :
a. Menyampaikan perkataan kotor dan menghina
b. Membuat kegaduhan
c. Meninggalkan rapat sebelum proses Musrenbang Desa selesai tanpa seijin
Pimpinan Rapat

Pasal 9
Teknis Pelaksanaan Musrenbang Desa

Pelaksanaan Musrenbangdes secara teknis dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :
(1) Pendaftaran Peserta Penuh

(2) Pembukaan

(3) Sambutan dan Paparan Kepala Desa

(4) Penjelasan tata tertib Musrenbang Desa



(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Evaluasi usulan tahun lalu yang belum terlaksana

Penyampaian rekapitulasi prioritas usulan lintas dusun dan seluruh lingkungan RT
Penjelasan skala prioritas usulan dan skor usulan

Pleno Pengesahan Prioritas usulan untuk Musrenbang Kecamatan

Penyampaian hasil pengamatan di forum oleh tim Pemantau

(10) Penutup

Pasal 10
Usulan Kegiatan

Usulan yang dibahas di Musrenbangdes:

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

3)

(4)
(5)

(1)
(2)

Usulan yang berasal dari peserta Musrenbangdes sesuai pasal 2 ayat (1) untuk pagu
indikatif dari APBDesa, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi.

Usulan dari masing-masing Lintas Dusun dan Lingkungan RT berisikan tentang Fisik
Prasarana, Ekonomi, serta Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Usulan sebagaiamana dimaksud ayat (2) adalah usulan yang sudah dibahas dengan
melibatkan Masyarakat di tingkat dusun dan RT (Partisipatif).

Pasal 11
Tata Cara Penyusunan Prioritas Usulan

Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbangdes
berdasarkan diskusi.
Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender
musim, Diagram Venn, dan atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan
Musrenbang yang sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Pada diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri :

a. Kelompok Bidang Fisik Prasarana

b. Kelompok Bidang Ekonomi

c. Kelompok Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Dalam diskusi kelompok hanya melakukan penilaian usulan tanpa melakukan
perangkingan usulan.

Setelah proses Diskusi selasai masing-masing kelompok menyampaikan kepada
Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta
Musrenbangdes.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka
dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

Pasal 13
Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib dan apabila dianggap perlu maka dapat
dibuat aturan tambahan selama tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan,



Petunjuk Teknis dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta tata tertib yang telah

ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 9 Januari 2019

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN



